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BAB 11
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis

dapat mengambil kesimpulan :

1. Bahwa asas pelayanan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Halmahera Utara sudah direalisasikan namun belum berjalan
secara optimal atau belum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Halmahera Utara dalam penerapan asas pelayanan yang baik
dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan baik dari faktor internal
dan eksternal. Faktor internal yaitu SDM di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil yang masi belum memadai baik dari segi kualitas maupun
kuantitas serta sarana dan prasarana yang belum memadai khususnya alat
perekaman KTP. Faktor eksternal yaitu kondisi geografis yang terdiri dari
beberapa pulau sehingga terkadang terdapat gangguan pada jaringan selain
itu juga dari masyarakat yang dalam pengurusan administrasi
kependudukan sering tidak mengetahui dengan benar syarat dan prosedur

pengurusan administrasi kependudukan.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1.

Perlu adanya penyusunan Standar pelayanan dalam bentuk produk hukum
berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berdasarkan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan.

Perlu adanya penyediaan SDM yang memadai baik secara kuantitas
maupun kualitas yang profesional dan berintegritas untuk memenuhi
dinamika masyarakat yang menghendaki pelayanan yang cepat dan

sederhana.

. Perlu adanya peningkatan akses pelayanan untuk menunjang SIAK

(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) guna meningkatkan
percepatan pelayanan ditingkat kecamatan agar masyarakat dipermudah

dalam pengurusan administrasi kependudukan.

. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama yang terkait

dengan fasilitas layanan agar dapat memberikan kenyamanan dan

percepatan dalam pengurusan adminisrasi kependudukan.

. Perlu adanya sarana pengaduan yang dibuat dengan prosedur yang baik

dan jelas agar masyarakat dapat mengawasi guna meningkatkan kualitas

pelayanan publik.
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